
 

 

 

 

 

BUPATI MAJALENGKA 

PROVINSI JAWA BARAT 
 

KEPUTUSAN BUPATI MAJALENGKA 
 

NOMOR 660/Kep. 1205-DLH/2021 
 

TENTANG 
 

LOKASI PEMBANGUNAN PENGEMBANGAN TEMPAT 

PEMROSESAN AKHIR SAMPAH DI KABUPATEN MAJALENGKA 
 

BUPATI MAJALENGKA 
 

Menimbang  : a. bahwa dalam rangka menjaga dan meningkatkan 
kebersihan serta keindahan lingkungan di wilayah 

Kabupaten Majalengka, maka perlu Pengembangan 
Tempat Pemrosesan Akhir (TPA) Sampah. 

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana 

dimaksud dalam huruf a, maka perlu menetapkan 
Lokasi Pembangunan Pengembangan Tempat 

Pemrosesan Akhir (TPA) Sampah di Kabupaten 
Majalengka yang ditetapkan dengan Keputusan 
Bupati 

Mengingat  : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang 
Pemerintahan Daerah Kabupaten Dalam 
Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Berita Negara 

Republik Indonesia Tahun 1950) sebagaimana telah 
diubah dengan Undang-undang Nomor 4 Tahun 

1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta 
dan Kabupaten Subang dengan mengubah Undang-
Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang 

Pemerintahan Daerah Kabupaten Dalam 
Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia  
Nomor 2851); 

2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang 
Penyelenggaraan Negara yang Bebas dan Bersih 
dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 3851);  

3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang 
Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286); 
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4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang 
Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 4355); 

5. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang 
Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);  

6. Undang-Undang Nomor 18 Tahun  2008 tentang 

Pengelolaan Sampah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2008 Nomor 69, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4851); 

7. Undang-Undang Nomor 2 Tahun  2012 tentang   
Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk 

Kepentingan Umum (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2012 Nomor 22, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5280); 

8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 
Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) 
sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir 

dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 
tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang 

Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan 
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia  Nomor 5679); 

9. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang 
Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 5601);  

10. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 
tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 
Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 5533); sebagaimana telah diubah 
dengan Peraturan Pemerintah nomor 28 Tahun 
2020 tentang Perubahan Atas Peraturan 

Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang 
Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 

Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 6523); 

11. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 
tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 6322); 

12. Peraturan Pemerintah … 3 
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12. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2021 
tentang Penyelenggaraan Pengadaan Tanah bagi 

Pembangunan untuk Kepentingan Umum 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 

Nomor 29, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 6631); 

13. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2021 tentang 

Percepatan Pembangunan Kawasan Rebana dan 
Kawasan Jawa Barat Bagian Selatan (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 215; 

14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 
2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik 

Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 
2016 Nomor 547); 

15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 

2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan 
Keuangan Daerah (Berita Negara Republik 

Indonesia Tahun 2016 Nomor 1781); 

16. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 
03/PRT/M/2013 tentang Penyelenggaraan 

Prasarana dan Sarana Persampahan dalam 
Penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah 
Sejenis Sampah Rumah Tangga (Berita Negara 

Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 470); 

17. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan 

Kehutanan Nomor P.10/MENLHK/SETJEN/PLB.0/ 
4/2018 tentang Pedoman Penyusunan Kebijakan 
dan Strategi Daerah Pengelolaan Sampah Rumah 

Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah 
Tangga (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 
2018 Nomor 734); 

18. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan 
Perumahan Rakyat Nomor 29/PRT/M/2018 

tentang Standar Teknis Standar Pelayanan Minimal 
Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (Berita 
Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 

1891); 

19. Peraturan Daerah Kabupaten Majalengka Nomor 14 

Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan 
Perangkat Daerah Kabupaten Majalengka 
(Lembaran Daerah Kabupaten Majalengka Tahun 

2016 Nomor 14) sebagaimana telah diubah dengan 
Peraturan Daerah Kabupaten Majalengka Nomor 12 
Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan 

Daerah Kabupaten Majalengka Nomor 14 Tahun 
2016 tentang Pembentukan dan Susunan 

Perangkat Daerah Kabupaten Majalengka 
(Lembaran Daerah Kabupaten Majalengka Tahun 
2019 Nomor 12); 
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20. Peraturan Bupati Majalengka Nomor 31 Tahun 
2019 tentang Kebijakan dan Strategi dalam 

Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah 
Sejenis Sampah Rumah Tangga (Berita Daerah 

Kabupaten Majalengka Tahun 2019 Nomor 31). 

MEMUTUSKAN : 

Menetapkan  :  

KESATU : Lokasi Pembangunan Pengembangan Tempat 

Pemrosesan Akhir Sampah di Kabupaten Majalengka, 
yaitu di TPA Heuleut, Blok Pangaritan, Desa Heuleut, 
Kecamatan Kadipaten, Kabupaten Majalengka, seluas  

76.714 m2. 

KEDUA : Peta Lokasi Pembangunan sebagaimana dimaksud 

dalam Diktum KESATU tercantum dalam Lampiran 
Keputusan ini. 

KETIGA : Penetapan lokasi sebagaimana dimaksud dalam 

Diktum KESATU dilakukan dengan syarat dan 
ketentuan sebagai berikut: 

a. Apabila di lokasi tersebut terdapat tanah dan/ atau 
bangunan milik Instansi Pemerintah, Pemerintah 
Daerah dan/atau Pemerintah Desa agar diselesaikan 

berdasarkan ketentuan peraturan perundang-
undangan; 

b. Pelaksanaan pembangunan dilaksanakan oleh Balai 

Prasarana Permukiman Wilayah Jawa Barat, 
Direktorat Jenderal Cipta Karya, Kementerian 

Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Republik 
Indonesia. 

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan. 

 

Ditetapkan di Majalengka 
Pada tanggal 20 Desember 2021 

BUPATI MAJALENGKA, 
 
 

 
KARNA SOBAHI 
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Lampiran   : KEPUTUSAN BUPATI MAJALENGKA 
   NOMOR : 660/Kep. 1205-DLH/2021 

   TANGGAL : 20 Desember 2021 
   TENTANG : LOKASI PEMBANGUNAN PENGEMBANGAN 

TEMPAT PEMROSESAN AKHIR SAMPAH DI 

KABUPATEN MAJALENGKA 

 
 

PETA LOKASI PEMBANGUNAN PENGEMBANGAN TPA HEULEUT 

KABUPATEN MAJALENGKA 

 

 

 

 

BUPATI MAJALENGKA, 

 

 

KARNA SOBAHI 


